
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN 

Menimbang 

Mengingat 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN 
NO MOR 31 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANMN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 
2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 , maka 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DASAR Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4 . Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan 
Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ; 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 
Tahun 2022 Nomor 1); 

24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 7); 

25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 
Nomor 6); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas: 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 59.377.351.313,13 
b. Pendapatan Transfer Rp. l.321.180.875.153,42 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 72.200.821.279,00 + 

Jumlah Pendapatan Rp. l.452.759.047.745,55 
2. Belanja 

a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai Rp. 450. 738. 766. 953,00 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 295. 969 .305.268,00 
3) Belanja Hibah Rp. 13.676.940.644,00 
4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 5.780.700.000,00 + 

Rp. 766.165. 712.865,00 

b. Belanja Modal 
1) Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 53.190.330.140,00 
2) Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 85.015.031.770,89 
3) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 253.275.498.864,00 

Rp. 391.480.860. 77 4,89 

C. Belanja Tidak Terduga 
1) Belanja Tidak Terduga Rp. 960.898.859,00 

Jumlah Belanja Rp. 1.158.607.4 72.498,89 

3. TRANSFER 
a) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Ke Desa Rp. 312.994.840,00 
b) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp. 281. 971.837 .570,00 + 

Jumlah Transfer Rp. 282.284.832.410,00 

Surplus Rp. 11.866.742.836,66 
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4. Pembiayaan 

a. Penerimaan Rp. 92.417.997.984,69 
5 .100.000.000,00 -b. Pengeluaran Rp. 

------------ -

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 87.317.997.984,69 + 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp. 99.184.740.821,35 
Berkenaan 

Pasal 2 

Ringkasan La po ran realisasi Anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini . 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran 1.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Selatan. 

Ditetapkan di Muaradua 
pada tanggal & September 2023 

Ditetapkan di Muaradua 
l:,ada tanggal , September 2023 I 
f BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, 

~'?.' 

/ POPO ALI MARTOPO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN / 
OGAN KOMERING U £ELATAN, 

M. 

B 

- H 
I 

A DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 
TAHUN 2023 NOMOR.3 / 


